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FUNGSI ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK
(Suatu Orient*i Dengrn Metode Pendckatsn Sbtem)

Oleh:
Y. Soger Simanora

Dalam huhtm tantralg prinstp itikad baik merupoknn salah satu prinsiP yang 
'erpenting'Itit d baik merupalaniuau tcewojiban tufun bagi kontraknn yang harus dipatuhi' Ini

dapdt diketahui dai Pasal 1338 ayat (3) Bll yang mewaiibkan kontrahan unwk

milaksanal<on . kontrak dengan ititead baik Dalam l@itan dengan pemahaman bahwa

kontrak adaloh proses dalam mans terdapat tahap Pre{onlfactual, penandatanganan

dan pelaksanaai (performance), nala perlu adanya pemahoman hahwa itikad baik tidak

saja harus dilaksanakan pada tahap pelabanaan, tetaPi iuga pada lahap Precontractual

dan penandolangan.

Pendrhuluan
Sejalan dengan berlakunya era

perdagangan bebas, interaksi di bidang
bisnis mengalami peningkatan yang $mgat
pesat. Hukum kontrak di bidang bisnis
terus berkembang dari waktu ke waktu
mengikuti perkembangan dunia bisnis yang
makin beragam. Prinsip kebebasan
berkontrak (freedom of contract) yang
universal memungkinkan lahimya jenis-
jenis kontrak baru yang pada gilirannya
juga memunculkan masalah hukum baru
karena'belum teredianya ketentuan
perundang-undangan atau yurisprudensi
lentang masalah tersebut. situasi ini
mendorong pemikiran perlunya perhatian
terbadap upaya guna meletakl€n
ketentuan-ketenhran umuln sebagai
landasan pelaku bisnis dalam membuat
kontrak atau setidaknya dengan jalan
penafsiran terhadap k€tentuan yaDg t€lah
tcrsedia.

Dalam interaksi bisnis dan
perdagangan intemasional akan lebih
banyak dijumpai masalah hukum'
mengingat adanya perbedaan prinsip ddr'r
ketentuan pada masing-masing sisrcm
hukum. Meskipun telah lahir Convention
on Contract for the Internafional Sale
Goods (CISG) padatanggal ll April 1980,
UNIDROIT bahkan masih memand:iilg
sangat penting simposium hukum kontrak
yang didalamnya didiskusikan dan
dirumuskan prinsippnnsip yang akan
diangkat sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan kontrak bisnis
internasional. Prinsip itikad baik (good
faith) merupakan salah satu prinsip yang
men&pat sorotan dalam simposium itu.

Prinsip itikad baik yang dalam sistem
kita tertuang dalam pasal 1338 ayat (3) BW
ini menekankan adanya keharusan bag
pora pihak untuk melaksanakan kontrak
dengan itikad baik. Sejalan dengan
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Dengan benitik totak bahwa kontnak
adalah suatu proses maka metode
pendekatan sistem dap6t digunlon sehgai
safiura untuk melahrknn pengk4iian
terhadap fungsi irikad baft psis ,i*ing-
masing tahapan konfak.

Di dalam sistern terkartdung asp€k
tujuarL proses dan isi. fontrat piraa
dasarnya'berisi trbk dar kewajitnn atau
jryjljanji yang'saling diberikan oleh para
pihak (a sa" of promises) Vang akan
dilaksarragri: Ini merupakan tujuan dari
konfak. Namun dernikian kontrak vane
hendak dilaksanakan turus ti:*etlt"i
hukum sah (valid) dan mencerminkan
adanya keadilan (fairness). Dalam kaitan
ini pr63e3,dalam kontrak mernegang 1€ran
yangci*up penting. Itifod baik mdlikan
prinsip utama di dalam s"tiup t hupoo
konhak lntuk mencipta.kan keadilan bagi
para'pihak. Fokus pernbahasan datam
rulisan .ini adalah pengkajian tertadap
frmgsi itikad baik dalam masing-masing
tahapan kontrak dan teurcnangan tntim

dalam melakukan ,irttervensi ke dalam
tontak bcrdasar prinsip itikad baik.

P6rrnrc.lehan
Apa fungsi itikad baik dalam

masing-masing tahapan kontrak,ttan
bagaimana hakim melakukan intc,rvensi ?

Penbrharan
Terdapat dua ma*na itikad boik

pertama dalam kaitannya &ngnn
pelaksanaan konbak sebagEimana
ditcntokan dalam pasal l33B ayat (3) BW.
Dalam kaitan ini itikad baik atau bona fides
diaftikan perilaku yang patut dan lalak
anar kedua belah pihak (redelijkheid ar
billijkhcid). Pengujian apakab $raru
tingkah lakir itu p6tur dan adil didasa*an
pada norma-norma objiktif yarg tidak
tertulis. Kedua itikad bsik juga dirrtikan
scbagai keadaan tidak men[ahui adanya ,
cacag sep€rti misalnya pernbayirrn dengan
itikad bstk sebagaimana diatrn datarn pasat
1386 BW. Pengertian yang perrama
drgunakan sebagai pegangan dalam firlisan
ini.

Sementara itri sisrcm dalirn kiitsn
ini diartikan sebagai suatu entitas yang
merupokan himpunan dari bagian-bagian
yang saling bertoitan, dipadukan ke dalam
suatu kesstusn yang bulat dan utub. untuk
me lakr*an kegiatan transformasi atau
fT€s mengubah rnasalah mc4iadi
keluaran. Sccara kldjik sistern diiiirnakan
dalam bidang matematik4 narnun prinsio-
pnnsip. dalarn teori sistcrn dapat dititaptin
pula ststem socar.r umrtrn yang digunakan
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scbagai t€knik untuk melskubn iNestigf,si
atau deskripsi pada suatu kass yang

konlrit.
Melalui sistem suatu fe.norfls

dilihat sebagai satu keseluruhan yang rsuh

dengan menggunakan metode holistic'
Suatu masalah Yang kqmpleks akan
dipecahkan agar mcnjadi lebih mudah'

' 
Dalam kaitarmYa dcngan sistcm

h*urn' Kclsen memb€rikan krit€rie

sebaoi berikut :
A lful sysrcm exists if, and onlY if, i1

-t acl"t a certain minimurn degree of
efficacY.

fcrnanfertan atau kemanjurul dari suatu
nonn4 menurut Kelsen dapat ditentutan
dcngan dua car4 Yaitu :
a. Kepotuhan orang Pada norma; dstL
b. PerrcraPan sanksi oleh mrma.
Selaras denpn apa yang dikemukakaa oleh

Kelsen mata ffutum fonr'at scbagal gub

sistcm. juga harus mcnrcPuhi
t€rscbut. sebagai implikasinya harus
terdapat pengaturan dalam masrng-masiltg
tahapan kontrak dan upoya perlfudmgpn
bagi pibak yang dirugikan Penganran inr

dianrrirmya menyangkut itikad baik yang

waiib dilakukan olch para pihak unt*

.*"ap"i-p"t"t*tton hak dEn kewajiban
yans adil.

TahrD Prr Kontrak
Pada tahap Pra-konfalitual Para

pibak yang akan meng{ktiksn diri dalam
konrak pada umur1oya melatukan goses

towar mcnawar (bargaining proce*s), Salah

sar., pltt"t memberikan pe'nowaran (offer)

sedalg pihak YsnB lain akan memberikan
efser*asi manalrata ia menerima ptarat-
*yu-t yoos diajukan oleh pertama. lazim
jugo poses ini diseblt sebagei prosas
-oesosia"i untuk manuju tcrciptanya katr

sefrkat (mutual conssrt). Syarat ini

-iroperon 
yang terutaina dalun hukum

kontak.
Penawaran mengandmg mafxta

usulatr untuk membuat konuak
Didalanrnya terkandung unsur esensialia
tontrak y-ang hendak ditutup. Pibak yalq

ditawari (offerec) dengan penawaran mr

memperoleh hak kehendak (wilsrecht)
vaitu hak rmtuk mencrima atau menolak
p"*t"""ut itu. Penawaran yang diterima
ataa melahirlcan kontraf -

Baik P€nawaran msupltl aksetrasi
merupakan pernyataan kehendak Dalam
proses ta",at menawar harus terdapot
pembentukan kehendak yang bebas' srtinys

"* "-s 
dinvaakan itu' boik penawaftm

;*tr ;k*pttti, dilandasi pada fehendak
.atau- niat yang sesungguhnya' Tiguk
penting apalcih para pihak menyadari
itiUot-Uut rm atts aps yang ia nyatakan'
Seiquh hal itu diungkapkan secara sukarela
e.i 0""g" niai yang sesunggubnya nralra
p"myataatt itu mengikat. Pandangan.ini
berlaku baik bagi Yang menawarkan
(otreror) maupun bagi pihak yang ditlwari

iof"toi. Diatrut ol€h sistem Common Law

mauprm Civil law.
Serkaiten dengan hal tersebut

terdapat ajaran mengenai pembaalan

oerlairlian it t a.sat cscat kclrcodak yaitu

ir"fi*- tut pemyattrn kehendak y.ang

' Fanzti lti*od Boit daltn fonbql 2N
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dikemukakan mengandung cacat, yaitu :
sesat (dwaling), penipuan (bedtog),
paksaan (dwang) dan penyalahgunaan
keadaan (misbruik van omstandigheden).

Timbulnya cacat kehendak itu
diantaranya dapat terjadi apabila sslah satu
pihak dalam proses negosiasi itu tidak
bertumpu pada prinsip itikad baik. Dalam
tahap negosiasi ini masing-masing pihak
mempunyai kewajiban berdasar itikad bsilq
yaitu kewaj iban untuk memeriksa
(onderzoekplicht) dan kewajiban untuk
memberitahukan (medelingsplicht).
Misalnya dalam negosiasi &ntang jual b€li
rumah, calon pembeli wajib memenksa
apokah terdapat rencana resmi p€ncabutan
hak milik. Sanksi atas kewajiban itu ialah
pembeli tidak dapat mengajukan
pembatalan atas dasar kesesatan manakala
hak milik atas rumah dicabut.

Sementara itu, dalam prcses
negosiasi, itikad baik juga harus diartikan
bahwa penawaran dan atau akseptasi tidak
ditarik atau dibatalkan dengan cara-cara
yang tidak patut. Keadaan ini dapat tedadi
manakala pafa , pihak un k menuju
terciptanya kontfak membuat apa yang
disebut Lener of Intent (I-OI) atau
Memorandrrm of Undatstanding (MOU).

Dalam pembuatsn LOI atau MOU
juga terdapat kewajiban hukum bagl para
pihak atas dasat itikad baik. Artinya, apa
yang disepakati dalam.tr OI atau MOU itu
harus dilaksanakar, kecuali jika para pihak
menghendaki perubahan atau pembatalan.
Dalam kaitan ini, doktrin homissory
Estoppel yang terdapat dalam sistem

Common [.aw, khususnya Anglo-
American, dapat digunakan sebagai dasar
pengajuan gugatan atas dasar perbuatan
melanggar hukum (tort).

Tehrp Penandatrtrganrn Kontrak
Kontrak pada umumnYa berisi

klausula-klausula yang rnencerminkan janji
alau syarat yang berlaku bagi pera pihak.
Pembuatan rancangan kontrak (draft
contract) lazimnya diserahkan pada salah
satu pihak atas kesepakatan kedua pihak.
Sesudahnya akan dilahrkan perundingan
untuk mencapai rancangan akhir (final
draft) yang akan ditandatangani. Pada
tahap ini juga terdapat kewajiban hukum
atas itrkad baik yaitu kewajiban untuk
mencermati seluruh aspek yang terklndung
dalam kontrak yang akan ditandatangani.
Ini yang biasa disebut "the obligation to
exercise due diligence.

Due diligence sangat penting mtuk
dilakukan tidak saja mentangkut identitas
para pihak, tetapi juga seluruh klausula
yang termuat dalam kontrak sampai bagian
penutup, yaitu tanda tangan.

Dalam kontrak yang melibatkan
penieroan terbatas masalah identitas sangat
penting untuk dicermati bcrkaitan dengan
kewenangan (bevoegd handeling) dari
direksi dalam membuat dan
menandatangani suatu kontrak.
Kewenangan direksi sangat mungkin hanya
diperoleh setelah adanya persetujuan
(approual) dan komisaris. Pada sisi ini
perlu dilakukan penelitiaq misalnya pada
anggaran dasar perusahaan yang
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benangkutan untuk mengetahui apokah
direksi tersebut berwenang untuk tidak.
Apabila ternyata direksi itu tidak
berwenang maka pihak yang dirugikan
tidak dapat mengajukan gugatan sebab stas
dasar doktrin ultra vires rule perseroan
terbetas itu sendiri yang bertanggung gugat
melainkan direksi itu sendiri yang
bertanggung gugal secara. pribadi atas
prinsip tanggung renteng (oint liability).

Tehap Pelalcenran Kontrrk
Pelaksanaan kontrak merupakan

pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak
scsrrai dengan klausula yang telah
disepakati dalam kontrak. Fungsi itikad
baik dalam tahap ini terutama menyangkut
fimgsi membatasi dan meniadakan
kewajiban kontraktual. Fungsi ini tidak
boleh dijalankan begrtu saja melainkan
hanya apabila terdapat alasan yang amat
penfng. Pembotasan itu hanya dapat
dilah*an apabila suatu klausula tidak
dapat diterima karena tidqk adil.

Fungsi itikad baik dalam mernbatasi
kewqiiban kontraktual dapot dijumpei
dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.
983. K/Pdt/1991, ranggal 26 SeFEmber
1996 dalam perkara antara Haryo vs. Bank
Pasar Dwimanda. Dalam pertara ini Haryo
selaku debitur berada dalam k€adaan
wanprestasi dan dihukum untuk membayar
hutangnya kepada debitur. tctapi hakim
menurunkan tingkat bunga yang
sobelumnya telah disepakati oleh para
pihak; bunga yang tadinya 3.3% per bulan

. , (39,6%Wr tahun).menjadi l5olo pertahun.

Sementara itrf putusan HR tanggal
29 April 1983 NJ No. 627 (Sperry Rand)
dalam sorgketa sewa menyewa
rumah memberikan ratio decidenci bahwa
ketentuan mcnyangkut prosedur
penghentian s€wa yang bertele-tele dapot
ditiadakan atas dasar itikad baik. Prosedur
yang demikian itu bertentangan dengan
itikad baik. Hakim dalam perkara ini
berpondangan bahwa hukum tidak tcrblis
dari itikad baik lebih tinggi derajadnya
daripada hukum tertulis yang bcrsifat
memaksa.

Kewenangan hakim dalam
mclakukan penafsiran atas $latu klausula
berdasar prinsip itikad baik harus dilandasi
prinsip keadilan. Klausula yary
mencerminkan kaidakadilan, misalnya
klausula eksonerasi, klausula penentuan
bunga (rente) yang tinggi merupakan
comoh-contoh klausula yang sering
mendapatkan pembatasan olch hakim.
Doktrin Unconscionability sering
digunakan sebagai sarana pengujian atas
jenis klausula diatas.

Ajaran Unconscionability, yang
lahir sebagai akibat mereba&nya
pengguaan perjanjian adhcsi, memberi
kebebasan kepada hakim untuk melalokan
campur tangan ke dalam kontnk dengan
menguji apakah syarat-syarat dalam
kontrak cukup seimbang dan sesuai dengan
hati nurani. Dengan dokrin ini hakim
berwenang mengabaikan pelaksanaan
peqianjian yang syaftlt-syar:rtnya dibuat
tidak adil, yaitu kesewenang-wenangan
dalam proses pembentukan isi pe{anjian
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Fungsi itikad baik pada tahap ini
juga berarti menambah kewajiban
kontraktual. Dalam hubungan ini dapat
dikemukakan satu contoh putusan
Mahkamah Agung tanggal ll Mei 1955.
lvlahkamah Agung memberi pertimbangan
bahwa panlas dan sesuai dengan keadilan
apbila dalam gadat tanah kedua belah
pihak memikul masing-masing separuh
dari resiko kemungkinan perubahan nilai
rupiah, diukur dengan perbedaan harga
emas pada waktu menggadaikan dan waktu
menebus lanah. Tanah yang sebelum
perang digadaikan dengan harga Rp. 50,-
(lima puluh rupiah), oleh Mahkamah
Agung R.l. ditetapkan harus ditebus
dengan 15 x Rp 50,- atau Rp 750,- dengan
pertimbangan harga emas sudah naik 30
kali lipat.

Dengan demikian dapat dilihat
terdapat tiga fungsi itikad baik dalam tahap
pelaksanaan kontrak, yaitu firngsi
membatasi, meniadakan dan menambah
kewajiban kontraktual. Tiga fungsi ini
berikut ketentuan tentang kewajiban untuk
menafsir kontrak berdasar itikad baik telah
diatur dalam kodifikasi baru Belanda
seperti yang dikemukakan oleh Arthur S.
Hartkamp :

"The principle of bona fides or
good faith has three function.
First. all contacts must be
interpreted according to good
faith. Second, good faith has a
"supplementing function"
supplementary rights and duties,
not expressly provided for in the

agreem€nt or in statute law, may
arise befilpen the parties. Thir4 it
has a "derogating" or "restrictive"
function. . - ."

Pctrutup
Kontrak merupakan suatu Proses

yang diawali dengan tahap perundingan
(negosiasi), penandatanganan dan
pelaksanaan. Pada masing-masing .tahap
para pihak mempunyai kewajiban hukum
atas itikad baik. hakim mempunyai
kewenangan untuk menilai dipenuhinya
kewajiban.
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